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WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DALAM RANGKA PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian akibat
dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 yang
bersinergi dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
di Kota Bandung, diperlukan pemberian insentif pajak
daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf e
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
Wali Kota dapat mengurangkan ketetapan pajak
terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek
Pajak;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian
Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi
Corona Virus Disease 2019;

Mengingat ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/home/

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/home/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1999uu028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf

5.

10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

11. Peraturan ...
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Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Nomor 06);

Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)(Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR
TANAH DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PEMULIHAN
DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB ...

https://jdih.bandung.go.id/
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Kota Bandung.

Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal
dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat
dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di
daerah.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dapat
menimbulkan wabah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan peraturan pemndang-undangan, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat Daerah.

10. Pajak ...

https://jdih.bandung.go.id/
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan,
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu
tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

19. Pajak ...
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19.

20.

21.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga,
dan/atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan
pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan Pajak Bumi dan Bangunan atau

NJOP pengganti.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah
untuk memulihkan kondisi ekonomi agar dunia usaha di
Kota Bandung tetap berjalan stabil sebagai dampak
Covid-19.

Pasal 3
Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah
dalam rangka upaya percepatan pemulihan Pandemi
Global Covid-19, untuk memberikan stimulus dan
memperkuat perekonomian masyarakat dalam masa

dampak Covid-19 di Daerah Kota.

Pasal ...

https://jdih.bandung.go.id/
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Pasal 4

Pemberian insentif Pajak Daerah ini diberikan kepada

Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan/atau Bangunan untuk masa pajak bulan

Maret Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun
2021.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5
Pembebasan pengenaan Pajak Hotel terhadap tamu
hotel yang melaksanakan isolasi diri (Self/Quarantine)
dengan syarat tamu dimaksud agar melampirkan
Rekomendasi dan/atau surat keterangan dari Institusi
yang menangani pandemi Covid-19.
Penghapusan sanksi administratif Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang
memiliki pajak terutang sampai dengan masa pajak
bulan Maret Tahun 2021.
Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi Wajib Pajak yang
melakukan pembayaran sampai dengan bulan April
2021.
Pemberlakuan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2019 terhadap Pedoman Perhitungan Nilai Perolehan
Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan pada tahun 2021, dan diberlakukan mulai
bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
melakukan sosialisasi Pemberian Insentif Pajak Daerah
dalam rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Covid-19 di

Daerah Kota.

BAB ...

https://jdih.bandung.go.id/
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
_KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
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